
 

1 Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah/Titik Wijayanti 

KOMISI II DPRD KABUPATEN TEGAL PESIMIS JIKA TARGET PENDAPATAN 
ASLI DAERAH (PAD) TIDAK TERCAPAI 

 

Sumber gambar :  
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-pendapatan-asli-daerah-pad/125955     

 
Isi Berita : 

DISWAYJATENG, SLAWI - Komisi II DPRD Kabupaten Tegal pesimis target 

pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2023 sebesar Rp222 miliar tidak akan tercapai. 

Hal itu dibuktikan dengan perolehan pajak yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah 

(Bapenda) hingga Agustus 2023 ini, belum ada yang mencapai 50 persen. 

"Kalau saya amati, Bapenda belum maksimal menggenjot target pajak," kata Anggota 

Komisi II DPRD Kabupaten Tegal, Moh Irfan, Senin (21/8). 

Irfan tak menampik, target PAD yang dibebankan kepada Bapenda Kabupaten Tegal 

mengalami peningkatan dari Rp172 miliar pada 2022 menjadi Rp222 Miliar di tahun 2023 

ini. 

Kendati demikian, Irfan menduga bahwa Bapenda tidak maksimal menggenjot PAD. 

Terbukti, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga awal Agustus 2023, baru mencapai 

sekitar 40 persen dari target Rp57,8 miliar. Padahal, jatuh tempo pelunasan PBB, pada 31 

Agustus 2023. 
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"Kalau wajib pajak (WP) bayar pajaknya di bulan September atau sampai Desember, 

tentunya WP akan kena denda," kata politikus Partai Nasdem ini. 

Irfan memandang, antusias WP untuk membayar pajak sangat rendah. Bapenda sepertinya 

kurang maksimal melakukan sosialisasi pajak kepada masyarakat. 

Selain itu, Irfan juga kecewa karena pajak restoran sepertinya tebang pilih. Pajak ini hanya 

diprioritaskan kepada pengusaha catering yang bekerjasama dengan pemerintah. 

Sedangkan restoran dan warung makan lainnya, diabaikan. Praktis, target pajak restoran 

sebesar Rp20 miliar tidak akan tercapai. Terbukti, sampai dengan awal Agustus, target itu 

baru tercapai Rp 4,7 miliar atau sekitar 23 persen. 

Termasuk juga target minerba sebesar Rp10 miliar, hingga kini baru tercapai Rp1,9 miliar 

atau 19 persen. Sedangkan pajak hotel sebesar Rp 8,5 miliar, baru mencapai Rp2 miliar 

atau 23 persen. 

Irfan menambahkan, penerimaan pajak daerah   semakin turun, tax ratio (rasio pajak) tidak 

bergerak naik secara signifikan. Dikhawatirkan, hal ini dapat terjadi lagi apabila dalam 

penerapan pajak tidak disertai dengan adanya perbaikan sistem dan administrasi 

perpajakan. 

"Target PAD Rp222 miliar, apakah bisa tercapai? Sepertinya Bapenda santai-santai saja," 

tutupnya. 
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Catatan : 

 Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang 

diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 
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dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan.1  

 Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang 

dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai 

pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan 

desentralisasi.2   

 Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam 

mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam 

menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. 

Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan 

kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan 

daerahnya.3 
 
 
 
 
 

Disclaimer: 

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana 

informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat 

hukum suatu instansi 

                                                           
1 Undang-Undang Nomor 1  Tahun 2022,  Pasal 1 angka 20 
2Kemenkeu, diakses dari : https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-

daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perund
ang%2Dundangan, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05 

3 jdih.babelprov , diakses dari : https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-
membebani-masyarakat, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05 


